PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD

Menimbang

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN S1AU TAGULANDANG BIARD,

a. bahwa sabaga pelaksanaan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-

Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemearintabhan Daarah
sebagaimara lelah dubah dengan Urdang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penstapan Peraturan Pemerintah Panggant Undang-
Undang Memaor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Lnzang
MNomar 32 Tahun 2004 ientang Pemerintzhan Dagrah meojad
Urdarg-Undang dan telak divbah kemboali dengan Undang-Undarg
Momor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahur 2004 tentang Femerintahan Daeran, Kepala
Dasran mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Balanja Daersh (APBD) Ksbupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro Tanun Anggaren 2071 kepada Dewan Pervakilan
Rakyat Dasrah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro iUk
memperclen parsetujuan barsama |

mahwa Peraturan Dasrak tentzng Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah {APBD! Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang
digjukan  sebagaimana dimaksud  dalam neruf & merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemariniahh Daerah Kabupatar
Kepulauan Sizu Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 yang
dijabarkan kedalam xebiiskan umum APBD serta prioritas dan plaforn
anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerab
dengan Dewan Penwakilan Rakyal Daerah Kabupaten Kepulauan Sisu
Taguiandang Biara pada tanggal 27 Juii 2010:

 mahwa berdasarkan oerimbangan ssbagaimana dimaksud dalam

huruf & dan hurof b, pecu menetapkan Peraturan Daeran tentand
APBD Kabupa'er Kepulacan Siau Tagulandang  Biaro Tahun
Anggaran 2011,



n

=

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
58 Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Uncang-Uncang Nomar 12 Tahun
1654 Momcr 62 Tambahan Lermbaran Negara Republk Indonesia
Momaor 3565];

Undang-undang MNomor 28 Tanun 1999 tentang Penyelengoarsan
Nagara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan MNepotisma |
Lembaran Magars Republk Indonesia Tahun 1598 Nomar T
Tambahan Lembaran Negara Repubklk Indonesia Nomer 3857 |

Undang-uncang Nomor 17 Tahur 2003 tentang Keuangan Megara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Marmor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repushk Indonesia Nomor 42885,

Undang-undang Momor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaar
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23,
Tambahan Lembarzn Megara Reoublik Indonesia Momor 435.2];

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 {entang Fembenlukan
Peraturan  Perundang-uncangan  (Lembaran  MNegara Republk
Irdonasia Tahun 2004 MNomor 53 Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonasia Momor 4384);

Undang-undang Nemor 15 Tanun 2004 tentang Pemerikszan
Pengelolaan dan Targgung Jawad Ksuangan Megare | Lambaran
Magars Republk Indonesia Tabun 2004 MNomor 5B, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4400}

Undang-undang Momor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanzan
Pembangunan Masional | Lembaran MNegara Republik Indoresia
Tahun 2004 Momor 104 Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Momor 44217

Undang-undana Marmaor 22 Tahun 2004 tentang Pemarintahan Daerak
Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 125,
Tambahan Lembarar MNegars Republk Indonssia Nomor 44370
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Momor & Tahun
2005 tentang Penelapan Peraturan Psmerintah Penganti Undang-
wndang Womar 3 Tshun 2005 fentang Perubahan Undang-undang
Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dasrah menjad
Undang-undang (Lembaran Mepara Republk Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambanan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor
4548): yang telah diubah dengan Undang-undang Memer 12 Tahun
Z008 tentang Perubahan Kedus Atas Undang-undang Momor 32
Tabur 2004 tentang Pemerinlahan Daerah | Lembaran MNegara
Reouslix Indonesia Tahun 2008 Momor 5% Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momar 4844 ;



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) |

10, Undang-undang Noror 15 Tahun 2007 tentang Pambentukan
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi
Utara (Lembaran Megars Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17,
Tambakan Lemoaran Megara Repuhlik Indonasia Nomar 4657

11. Urdang-undang Momor 28 Tanun 2008 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah {Lambarar: Negara Republik indonesia Tahun 2009
Momar 4130 Tambahar Lembaran Megara Republik Indonesia Nomaor
504%),

12 Peraturan Pernerintah Momor 20 Tahun 2001 fentang Pembinaan can
Pengawasan  Atas  Panyelenggaraan Pemerintaban  Dasrah
{Lemparan MNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Momor 41,
Tambahan Lemoaran Negara Republik Indonesia Nomar 4050),

13 Peraturan Pamerirtah Momor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuancan Fimpinan dan Anggeta DPRD {Lemoaran
Megara Republk Indonesia Tahun 2004 Momer 30, Tambanan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ssbagaimand
telah diubah cengar Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahuen 2002
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeriniah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan darn Anggola
Dewan Perwakilan Rakyal Dasran (Lembaran MNegara Repudli
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran MNegars
Republik Indonasia Nomoer 4540% yang telah diubah kembali dengan
Peraturan Pemerintah Womor 21 Tahun 2007 tentang Perchaban
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Pratokeoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggeta DPRD (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tabun 2007 Nomor 47 Tambahan
Laembaran Megara Republik Indonesiz Momaor 7141

14 Paraturan Pamerintak Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelalaan
Keuangan Badan Layanan Umuem (Lembaran Megara Republik
Indcnesia Tahun 2005 Momor 48, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Momar 4302);

15 Peraturan Pemerintah Momor 24 Tabwun 2005 tentang Stancar
Akuntansi Pemerintahan (Lambaran Negara Republik Indonesia tahun
2005 Nomor 49 Tambakan Lembaran Megara Republik Indoresz
Moo 25031



DEWAN PERWAKILAN RAKY
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD
tan
BUPATI KEPLILALAN SiAL TAGULANDANG BIARD

MEMUTUSKAN .

Menstapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUARN SlaU

TAGULANDANG BIARO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pencapatan dar: Belanjs Daerak Tahun Anggaran 2011, sebagai berikul

1.
2.

(1

(2).

Pendapatan Dasgrzh Rp. 378.547,765807 25
Belanja Dasrah Rp 423782 488.021,74
Surplus ¢ (Defist) Rp{ 44 834 732024 51)
Famayaan Daeran
g. Penerimaar Rp 44 834 722 024.51
b. Pengewuaran Rp. < Q0 000.200,00
Jumlan Pembiayaan Nstio Rp. 4483472202421
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Hp C,00
Fasal 2
Pendapatar Ozerah sebagamana dimaksud dalam pasal 1 terdin dan :
a. Pandapatan Ash Daerah Re. 11.1320.3%4.799. 49
. Dana Perimbangan R, 320.5284.4C7 810,00
o Lain-lain Pendapatan Daerah yang ssh Rp. 47 232,562,387 74
Fendapatan Asll Daersh ssbagaimana cimaksuc pada ayat (1) boruf a lerdini dar
pendapaizn
2. Pajzk Daarah Rp. 1.075.02C,000,00
k. Retribusi Dagran Rp. 237248100000
o Hasil Pengelolaan Kekayaan Dasgrah yang
dipisshkan R, §0.000.000.00

d. Lain-lsin Pendapatar Asli Dasrah vang sab Rp. 7.821.883.79%9.49




S Paraturan Pemeninian Nomor 568 Tahun 2005 tentang SIStem InTermas
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Namar 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namar
4578), sebagaimana telah diubah dengan Feraturan Pamerintah
Nomor 85 Tahun 2010 tenmtang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daeran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135}

18 Paraturan Pemerintah Nomer 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 MNomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577,

20 Peraturan Pamerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelclaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

21 Peraturan Pemerintah Nemor 85 Tahun 2005 tentang Pecoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),

27 Paraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Fecoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593}

23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapcran
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produk Hukum Daerah |

25 Pergturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 59 Tahun 2007 tentang
Parubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

o6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 teniang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011,



a Dana Bagi Hasil
b. Dana Alokasi Umum
. Dana Alokasi Khusus

i£1. Lain-ain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada avat (1] burui ¢

terdiri dari jenis pendapatan

a. Hibah

Dana Darurat

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus

B

Bantuan Keuangan cari Propins: -
atau dari Pemerintah Dasrah lainnys

Fasal 3

Rp.

13.107.184 510,00

Rp. 260 957 .413.000,00

Rp.

Fp.
Fp.
Rp.

46.518.800 000,00

4.845.963.387 .74

Rp. 42.587 000.000,00

Rp.

(1% Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 lerdiri dari
Rp. 170,520,752 542,74
Rp. 253.261.735.472,00

a. Belanja Tidak Langsung
b, Belanja Langsung

(21. Balanjs Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat {1} hunuf a terdiri cari |emis

belana

a. Belarja Pegawsai s&jumlan

E. Belanja Bunga sejumlah

c. Belanja Subsidi sejumlah

d Belanja Hiosh sejumlah

e. Belanja Bantuan Sosia’ sgjumlah

f. Belana Bagi Hasil kepada

Prop /Kab/Kota dan Pemeriniah Desa
Belanja Bantuan Keuangan kepada
Prop /Kah/Keta dan Pemerintahan Desa

=

X

Belanja Tidak Terduga sejurmlah

(%), Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (11 huruf b terdini dan ienis belanja

a. Belanja Pegawai sejumlah

Ro 145221.342.517.00

Fp.
Rp.
Ff.
RE.

Ro.
Fa

Rp.

Fp.

h. Belanja- Baianja Barang dan Jasa seum'ah Rp.

e. Belanja Modal sejumlan

Kp.

1.100.0:00 000,00
2 425 000.000,00

17.745 043,004 41
1.029.357.021,33

5. 747 .820.000,00
74,999 412,485,000
152 51450299300



2. Penerimaan sejumiah

 Rp 449347202451

b, Pengeluaran sejurmlah Rp. 100.000.00C CC

(2} Pensrimaan sebagamana cdimaksud pada ayat 1] huret a terd'ri dari jenis pemolayaan

(3],

a  SILPA Tahun Anggaran sebelumnys sejumlan Ro 44 534 722.024 21
b. Pencairan Dena Cadangan sejumlan Rp. -

¢, Has| Penjualan Kekayaan Daeran yang dipisahkan Rp.

d. Parerimazan Pinjaman Dasrah sejumiah Rp. -

g Panerimazn Kembali Pemberian Pinjaman sejumiah Rp. -

f. Penermaan Piutang Daerah sgjumlah Rp. -

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Furuf b terdin dar jenis pembiayaar
5. Pembentukan Dana Cadangan sajumlak Rp. -
k. Penyertaan Modal {Investasi} Femerintah Dasrah sejunlah Rp. 100.000.000,C0
¢ Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. -
o, Pemberian Pinjaman Daerzh sejurmlan Rp, -

Pasgal §

Uraian lebib lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 lercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan cari

Paraiuran Dasrah ini, terdiri dar

E

2

£

!:_I1

. Lampiran |

Lampiran [T

Lampiran (|

. Larmnpiran IV

Lampiran

Lampiran V|

. Lampiran VIl

Lampiran V|

Ringkasan APEL:

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daersh, Orgenisas
SKPD;

Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi
SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,

Rekapitulasi Belana  menurut  urusan  Pemerintahan  Daerah,
Qrganizasi SKFD, Pragram dan Kegatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan can keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daesrah dan fungsi dalam kerangka pengelclaan
Kauangan Negara;

Diaftar jumiah pagawsi per Golongan dan per Jabatan,

Daftar Piutang Daesrah:

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Dasrah;



Fasal &

Bupati meretapkan Peraturan lentang Fanjabaran snggaran Pendapatan can Belanja Dasran

sebagai Landasan Operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7
Pergturan inl mulai berlaku pada tanggal dundangkan. Agar setiap arang mangetshurya,
ramerintahkan penguncangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran
Daeran Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biara

Ditetapkan ¢ Cndong Siau
nada tangnal 20 Dasember 2010

BUPATI KEPLLAUAN SIAL TAGULANDANG BIARD.

————

TONI SUPIT

Diundangkan di Gndong Siad
paca tanggal Desember 2010

By

' SEKRETARIS DAERAH,

LANDLUNG. MS
MIP. 18510214 188710 7 L1

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN S1AU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2010 NOMOR ..,



PEMERINTAH KABUPATEN SITARD

RINGKASAN APBD
TAHUN AMGGARAN 2011
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PENDAPATAN
PEMOAPATAN ASLI DAERAH

Pardapatan Paiak Dasrah
Haszil Relibdas! Daarah

Hasil Pargeladaan Bekeyaan Deeral varg Diisatkan
Lair-ain Penclapasan Asi Desman varg Sals

DAMA FERIMBANGAN

Bag Hes=ll Pajek8agl Hasll Buxan Pelak

Dana Aakas imum
[ans Aokas Knusus

LAIM-LATN PENDAPATAN DAERAH YTANG SAH

[tana Beqi Hazl Fajax Dar Prens gzn Pemenntab Dazrab Lainoya
Dang Penveslalan dam Shoncmi Khasus

BELAMIA
BELANIA TIDAK LANGSUNG

Brdznjo Pogovei
Brdarija Hiksan

Bedarrtjm Banlism Sosiai
Bedanja Bavkuan Keanragan
A Trelak Tertliga

BELANJA LANGSUNG
Belarja Pegavaai

Belanja Barang dan Jasa

Boilznja Modal

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
S5 Labib Parnibangan Arggeran Tehun Argaanan Sehelomma

PEMGELLIARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Peayerbaan Modd [Irsesdas) Peresinta Daean

SURPLUS / [DEFISIT} |

PEMEBLAYAAM NETTD

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

OHDCMNG, 2 Desermber 20210

178947, 765,967,737 |

11.130.354,709,49
1.175.020.000,00
2.372.661.000,00
£, 10

0,584 407 B0, L0

13,107, 15< 810.00
260,957, 413,000, 00
44, 519,300,040, 00
TF 23000387, 11
4.5k B0 18
A B O O D

423, T ARE G2

A0S 52 5, 1 _'
148,221, 342, 51000
110D, 1, ]
34 DO il
1774504 004,41
1.025.367.021,33
253 261 74527900

25.747.820.000,0 |
74,959.212.£66,00 i
152.514.502,993,00

(44,434, 722.026.51]

4497477700 52
41.834,722.074.51
1000,000,000,60
R ]

i B O e g B |

BUPATI KEPL. SIAU TAGULANDANG BLARC
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TONI SUPIT




